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Abstrak
 

Peraturan perusahaan merupakan aturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha untuk mengatur hubungan kerja

di lingkungan perusahaan. Aturan ini menjadi dasar hukum bagi pengusaha dan pekerja/buruh dalam

menjalankan aktivitasnya. Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perusahaan oleh

pekerja/buruh, hal ini dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja yang

dilakukan secara sepihak cenderung menimbulkan konflik antara pengusaha dan pekerja/buruh. Penelitian

ini menggunakan penelitian doktrinal dengan tipologi deskriptif analitis. Data sekunder dikumpulkan

melalui studi dokumen dan dianalisis dengan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

memahami serta menganalisis kompensasi dan implikasi hukum dari pemutusan hubungan kerja (PHK)

yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Perusahaan (PP).

Studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1076 K/Pdt.Sus-PHI/2023

menunjukkan bahwa PHK yang dilakukan oleh pengusaha tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sehingga dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

(PMH). Penelitian ini mengungkap bahwa PHK yang dilakukan secara semena-mena dan sepihak oleh

pengusaha, tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, berpotensi menimbulkan dampak yang serius. Sebagai

akibat dari PHK tersebut, pekerja berhak menerima kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kehati-hatian Majelis Hakim dalam memutus

perkara mengakibatkan penggugat tidak menerima ganti rugi sebagai akibat dari PHK yang dikategorikan

sebagai perbuatan melawan hukum.

......Company regulations are written rules made by employers to regulate working relationships within the

company. This rule becomes the legal basis for employers and workers/laborers in carrying out their

activities. However, if there is a violation of company regulations by workers/laborers, this can result in

termination of employment. Unilateral termination of employment tends to cause conflict between

employers and workers/laborers. This research uses a doctrinal approach with analytical descriptive

typology. Secondary data is collected through document study and analyzed using qualitative method. The

purpose of this study is to understand and analyze the compensation and legal implications of termination of

employment carried out by the company on the grounds of violation of provisions in the Company

Regulation. The case study on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number

1076 K/Pdt.Sus-PHI/2023 shows that the layoffs carried out by employers are not in accordance with the

provisions of Article 52 paragraph (1) of Government Regulation Number 35 of 2021, so they are

categorized as Unlawful Acts. This research reveals that layoffs carried out arbitrarily and unilaterally by
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employers, without following the applicable procedures, have the potential to cause serious impacts. As a

result of such termination, workers are entitled to receive compensation in accordance with applicable

regulations. However, the results showed that the lack of caution of the Panel of Judges in deciding the case

resulted in the plaintiff not receiving compensation as a result of the termination which was categorized as a

tort.


